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ABSTRAK 
Penelitian ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Untuk Pinjaman Online Ilegal”. bertujuan untuk mengetahui penyalaghunaa data pribadi debitur pada aplikasi pinjaman online ilegal, yang menjadi topik baru dalam dunia digital dengan analisa undang undang dan peraturan yang berlaku saat ini dan penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penulisan yurisdis normatif, dengan pendekatan Hukum normatif. Dengan metode hukum normatif, Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dan bersama pihak debitur yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi tentang penyalahgunaan data pribadi debitur pada aplikasi Pinjaman Online ilegal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa telah ada kepastian hukum bagi nasabah yang telah menjadi korban pinjaman online ilegal dan sanksi tehadap aplikasi pijaman online ilegal tersebut, dan menjadi salahsatu sarana penyuluhan juga untuk masyarakat agar lebih paham mengenai aplikasi pinjaman online dan penyalahgunaan data pribadi 
          Kata Kunci: Perlindugan Hukum Korban, Penyalahgunaan Data Pribadi, Pinjol
ABSTRACT 
The research entitled "Legal Protection of Victims of Misuse of Personal Data for Illegal Online Loans". aims to find out the misuse of debtor's personal data in illegal online loan applications, which is a new topic in the digital world by analyzing the current laws and regulations and resolving disputes between the two parties.The research used is normative juridical writing, with a normative legal approach. With the normative legal method, the approach in this research is carried out in the literature and with the debtor who is a victim of misuse of personal data regarding the misuse of debtor's personal data in illegal online loan applications.The results of this paper indicate that there has been legal certainty for customers who have become victims of illegal online loans and sanctions against these illegal online loan applications, and become a means of counseling also for the public to understand more about online loan applications and misuse of personal data.
Keywords: Legal Protection of Victims, Misuse of Personal Data, Pinjol
PENDAHULUAN 
       Perkembangan teknologi di masa sekarang telah berkembang pesat sehingga telah membawa perubahan yang sangat besar tehadap berbagai sektor, salah satunya pada sektor perekonomian. Sehingga kemudahan dapat diperoleh dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi yang setiap harinya semakin berkembang. Salah satunya  dengan adanya inovasi yang dapat mepermudah masyarakat dalam transaksi digital yaitu fintech. Fintech merupakan sebuah aplikasi yang sama dengan bidang bisnis lainnya, yaitu lahir dari masalah finansial masyarakat sehari-hari. Yang diharapkan dapat menjadikan solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi serta mempermudah aksesibilitas dalam transaksi perekonomian.

       Fintech.sendiri.berasal dari kata teknologi ifinansial. iMenurut bahasa national idigital rescarch icentre Fintech sendiri berasal dari istilah Financial Technology atau teknologi finansial. Menurut. the National Digital.Research Centre (NDRC), adanya fintech juga memunculkan proses transaksi. Fintech adalah implementsi dan juga pemnafaatan teknologi yang dapat.meningkatkan.jasa layanan.tersebut.  Perkembangan teknologi merupakan hal.yang pasti terjadi dan tidak.dapat di.hindari. Menyebabkan perubahan dalan suatu industri yang dapat mempengaruhi setiap bidang,secara.negatifmaupun positif. Industri yang maju ialah industri jasa keuangan yang dikenal sebagai teknologi finasial. 

       Perkembangan kepentingan masyarakat di dalam dunia teknologi informasi yang dijalankan sangat penting, baik di..masa sekarang maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi yang dipercaya membawa kesuksesan dan kepentingan yang sangat besar baik di negara-negara di dunia. Ada dua macam yang membuat teknologi informasi yang dipercaya  dan akan melancarkan pertumbukan.ekonomi masyarakat di dunia. Yang pertama adalah teknologi informasi, yang menunda permintaan akan item informasi seperti komputer canggih dan alat untuk membangun jaringan internet. Tujuan kedua adalah untuk merevitalisasi perusahaan lain. 

       Kemajuan fintech dapat dilihat dengan adanya berbagai aplikasi yang bukan dari bank yang menawarkan layanan pinjaman utilitas atau yang biasa disebut aplikasi pinjaman online. Pinjaman online adalah penyelenggaraan jasa keuangan dan merupakan tempat pemberi pinjaman dan penerima pinjaman menggunakan sistem elektronik (yaitu jaringan internet) untuk melakukan perjanjian..pinjaman dengan menggunakan..mata uang Rupiah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam.Meminjam Uang Berbasis..Teknologi Informasi.

       Ada beberapa jenis sistem pinjaman online sendiri, salah satunya adalah Peer to Peer Lending. “Peer to Peer Lending” sendiri merupakan sistem peminjaman dalam aplikasi pinjaman online, yang berarti melaksanakan kesepakatan selama proses peminjaman yang menghubungkan orang yang menawarkan pinjaman dengan orang yang menerimanya. jaringan internet. 

       Ada perbedaan antara pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal, pinjaman online legal adalah pinjaman online yang terdaftar dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, dengan identitas atau informasi yang jelas dari pengelola pinjaman online, dan ada pilihan yang ketat saat meminjam, secara transparan Memberikan informasi tentang biaya pinjaman dan denda. Meskipun pinjaman online ilegal tidak memiliki izin resmi dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, informasi dan alamat pengelola pinjaman online sulit diperoleh, proses pemberian pinjaman sangat mudah, bunga dana tidak transparan atau dikenakan sanksi, dan ada tidak ada batasan bunga atau biaya.

       Karena hal tersubut telah melanggar seperti yang telah terjadi pada dilingkungan keluarga saya yaitu adanya kasus yang dimana saudara saya yang bernama evi yang mengalami hal yang tidak terduga berupa penyalagunaan identitas diri kepada pinjaman online Evi terkejut ketika mengetahui bahwa dia memiliki uang 2.600.000 rupiah di rekeningnya, diikuti oleh email dari perusahaan pinjaman online (pinjol) yang memintanya untuk mengembalikan uang dengan bunga dalam waktu 7 hari. Pasalnya, dia tidak pernah mengajukan pinjaman dari perusahaan. Pria berusia 36 tahun itu memang meminjam dari sejumlah pemberi pinjaman ketika dia berjuang secara finansial pada 2019, tetapi mengatakan dia telah menyelesaikan semuanya. "Saya tidak pernah punya masalah dengan pinjol," kata Evi kepada temannya. TunaiCPT, perusahaan yang melakukan transfer mendadak ke akun Evi, hanya mencantumkan alamat email di halaman aplikasi Play Store-nya. Evi juga menghubungi mereka untuk klarifikasi. "Mereka bersikeras itu kewajiban saya," kata Evi. Akhirnya, Evi membayar "utang" plus bunganya, sebesar 3,2 juta rupiah. Tapi masalahnya tidak berhenti di situ.

       Maret lalu, itu terjadi lagi. Evi menerima tagihan dari alamat email yang sama, tetapi nama usahanya telah diubah menjadi Tunai Gesit. Perusahaan itu tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau ilegal di halaman aplikasinya di Play Store, yang kini telah dihapus, dan Evi menemukan banyak orang mengeluh karena mengalami hal yang sama.Kali ini, kata Evi, ia mendapat telepon dari seorang debt collector yang mengancam akan menjual data pribadinya jika tidak membayar. Ia juga mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keluarganya.“Saya tidak tenang, pikiran saya tidak tenang. Pikiran saya sangat kacau Setiap mendapat telepon saya khawatir, saya takut. "Karena kita tidak tahu di mana dia akan bertindak di masa depan yang bertentangan dengan hukum," kata Evi.

       Beruntung, pada awal 2020, ia menemukan Law Firm (KHNA) di Tangerang Selatan melalui YouTube. Tim hukum KHNA menyarankan Evi untuk tidak membayar tagihan dari Tunai Gesit.

       Mereka juga meminta Evi untuk mengirim pesan ke semua kontaknya jika penagih utang juga mengganggu mereka, cara yang umum untuk meminjam secara ilegal. BBC telah meminta untuk mengkonfirmasi alamat email yang tercantum di halaman aplikasi Quick Cash, tetapi belum mendapat tanggapan. Laman aplikasi tersebut dihapus hanya beberapa hari setelah BBC mengirim email, dan perusahaan tersebut dilaporkan termasuk dalam 86 fintech lender ilegal yang ditutup oleh OJK. Selama ini, kata Evi, pihaknya telah meminjam uang dari perusahaan pemberi pinjaman yang sah, memastikan perusahaan tersebut terdaftar di OJK sebelum mengajukan pinjaman. Namun, dia mengakui bahwa dia mungkin telah terdaftar di perusahaan pemberi pinjaman tetapi membatalkan aplikasi pinjamannya setelah mengetahui bahwa perusahaan itu ilegal, dari mana dia yakin mereka mendapatkan datanya.

       Manusia  hidup secara berdampingan dan juga membutuhkan orang lain. karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial dalam hal untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini sangat wajar karena terjadinya manusia pada dasarnya ialah manusia sosial yang saling membutukan satu sama lainnya antara satu individual dengan yang lainnya. Terjadinya interaksi itu akan menimbulkan adanya dampak positif dan juga adanya dampak negatif. Selain itu, dampak negatif dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. diperlukanlah sebuah lembaga yang bertugas menjadi benteng pertahanan dunia siber atau cyber defense.
PERUMUSAN MASALAH

A. Bagaimana proses pengajuan pinjaman online legal ?
B. Bagaimana perlindungan hukum korban penyalagunaan ktp untuk pinjaman online illegal ?
METODE PENELITIAN

Pada penelitian hukum ini imenggunakan imetode ipenelitian inormatif daniimenggunakan ipendekatan i(statute iapproach), dengan menggunakan pendekatan undang-undang, serta menggunakan pendekatan (conceptual approach) yaitu, dengan mengidentifikasi konsep hukum yang diketemukan dalam prinsip-prinsip ataupun doktrin-doktrin hukum dan dapat juga diketemukan dalam undang-undang, pada penelitian ini melakukan pendekatan terhadap iUndang – Undang  iNomor i19 iTahun i2016 iTentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini  akan mengacu pada peraturan perundang-undangan.
PEMBAHASAN

Proseduripemberian ikredit adalah iproses ikegiatan iyang idilakukan untuk imenentukan iatau imenetapkan seseorang iatau nasabah iuntuk diberikan ikredit. Dalam hal ini ipara ahli imengemukakan itentang pengertian iProsedur ipemberian ikredit, iantara lain isebagai berikut: Menurut Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti .
(2004:6)
       Prosedur ipemberian kredit iadalah kegiatan suatu iperusahaan untuk menetapkan/memilih nasabah yang paling tepat pula dari calon-calon yang dapat diberikan kredit.
       Dari ipengertian menurut ipara ahli diatas dapat idisimpulkan bahwa prosedur ipemberian ikredit merupakan suatu iproses ipemilihan iorang- orang/calon idebitur yang dianggap isesuai dengan ipersyaratan iuntuk menerima kredit. iProsedur pemberian kredit idi bedakan menjadi idua yaitu pinjaman perseorangan dan pinjaman oleh suatu badan hukum. Apabila di tinjau dari segi tujuannya yakni untuk keperluan konsumtif ataukah keperluan produktif.       
1. Prosedur iPinjam Meminjam iUang melalui ilayanan iPinjaman Online
       Prosedur ipinjam meminjam iatau proses pencairan idana melalui layanan ipinjaman online icukup sederhana. Beberapa ipenyelenggara layanan ipinjaman online ibahan tidak memberikan isyarat berupa jaminan, hanya perlu memiliki ikartu identitas (KTP) Elektronik idan mengisi semua data data yang dibutuhkan di dokumen elektronik serta harus memiliki jaringan internet.

       Berdasarkan ihasil penelitian ipenulis, berikut ibeberapa iprosedur yang harus dilakukan oleh calon ikonsumen agar bisa disetujui dan memperoleh pinjaman, sebagai berikut
a. konsumen iharus imendownload aplikasi ilayanan pinjaman ionline di playstore maupun di appstore untuk melakukan pendaftaran akun, konsumen juga boleh imelakukan pendaftaran melalui website.

b. Setelah iaplikasi terinstall, konsumen iakan diarahkan iuntuk melakukan iverifikasi wajah secara langsung. Verifikasi iwajah ini akan imembuat si penyelenggara ibisa mengetahui wajah konsumen, karena verifikasi ini iakan menscan wajah konsumen isecara online. Setelah itu konsumen iakan diarahkan untuk melakukan verifikasi berupa scan wajah sembari memegang kartu identitas.

c. Setelah iverifikasi wajah, konsumen wajib imemberikan informasi data idengan mengisi isemua format idokumen elektronik iyang diminta oleh iaplikasi. Informasi idata terdiri idari data pribadi, data akun ibank, idata kedua iorang tua, data pekerjaan, idata social media, serta akun-akun financial teknologi (Fintech) yang konsumen gunakan seperji layanan belanja online, layanan pembayaran online, dll.

d. Setelah iitu, konsumen iwajib mengisi kontak idarurat. Kontak darurat iini yang ikemudian akan idihubungi jika ikonsumen mengalami imasalah dikemudian hari Kontak darurat ini wajib diambil dari gawai si peminjam secara langsung (tidak di input manual)

e. Setelah imengisi semua iformat, calon peminjam iakan diberikan pilihan ijumlah uang yang bisa dipinjam, ibiasanya semakin ibanyak data itambahan seperti Data iNPWP, BPKP Kendaraan, Akun Belanja Online yang telah disinkronkan akan membuat nilai pinjaman semakin itinggi. Calon peminjam juga ibisa melihat iberapa biaya bunga, biaya iadministrasi serta jangka waktu pinjaman. iKonsumen juga harus memberikan alasan mengapa melakukan pinjaman

f. Setelah imemilih jumlah dana yang iakan dipinjam, ikonsumen akan diarahkan untuk membaca dokumen berupa kontrak atau semua perjanjian iserta resiko yang iharus ditanggung oleh konsumen ijika melakukan ipinjaman di layanan itersebut. Lalu konsumen boleh memilih “setuju/tidak setuju”.
g. Jika isetuju, imaka penyelenggara iakan melakukan iverifikasi data dan ikonsumen diberi waktu beberapa ijam hingga ibeberapa hari untuk menunggu ikeputusan penyelenggara layanan pinjaman online.

h. Jika iverifikasi diterima maka iuang akan ilangsung imasuk ke rekening si ipenerima. Dan iaplikasi akan imulai memberikan prosedur pembayaran hingga hari jatuh tempo utang.

i. Setelah idana dicairkan maka ikonsumen harus memasang ikode sandi iatau password ipada aplikasi sehingga tidak ibisa diakses ioleh orang lain iselain si pengguna layanan pinjaman online.

Jika verifikasi itidak diterima imaka si icalon peminjam itidak boleh mengajukan ipinjaman dalam kurun iwaktu tertentu iyang ditentukan oeh penyelenggara layanan pinjaman online.
Mengenai iperjanjian ipinjam-meminjam ipengaturannya iterdapat idalam buku ike iIII bab iXIII iKUHPerdata. iPasal 1754 iKUH iPerdata iyang menyebutkan ibahwa “ipinjam-meminjam iadalah ipersetujuan idengan mana pihak iyang isatu imemberikan ikepada ipihak iyang ilain sesuatu ijumlah tentang ibarang-barang iatau iuang iyang  menghabiskan ikarena ipemakaian, dengan isyarat ibahwa ipihak iyang ibelakangan iini iakan imengembalikan dengan jumlah iyang isama dari imacam dan keadaan yang siama pula.”28 Ketentuan Pasal 1754 iKUH Perdata itersebut menunjukkan ibahwa seseorang yang meminjamkan isejumlah uang atau barang itertentu kepada ipihak lain, ia akan memberi ikembali isejumlah iuang iyang  isama  isesuai idengan ipersetujuan yang idisepakati.

             Perjanjian ipinjam meminjam tersebut idapat juga idikatakan perjanjian pinjam penganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri  dari benda iyang habis dalam pemakaian, itetapi dapat pula iberupa uang sedangkan ipinjaman habis dalam pemakaian iterdiri dari benda yang itidak habis idalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan iperjanjian kesensuai dan riil
      Dalam ihal ini, Mariam iDarus Badrulzaman berpendapat bahwa ijika para pihak imenyepakati semua iunsur perjanjian pinjaman, ibukan berarti perjanjian pinjaman itelah selesai. Yang ibaru saja terjadi iadalah kesepakatan untuk menandatangani iperjanjian pinjaman. Jika iuang itu diserahkan kepada peminjam, imaka akan dibuat suatu perjanjian ikredit menurut pengertian hukum menurut iKitab Undang-undang iHukum Perdata, Jilidi III, Bab XIII.
      Mengenai iPenyalahgunaan iData iPribadi iyang idisalahgunakan ioleh pihak iyang itidak ibertanggung ijawab isebenarnya isudah iada ikepastian hukum ibagi iresponden iyang imegalami ihal itersebut, isejalan idengan teori hukum iyang idikemukakan ioleh iMoch iIsnaini ibahwa iMenurut iM Isnaeni Pada idasarnya iPerlindungan iHukum iitu idibagi imenjadi idua ibagian (1) Perlindungan iHukum iInternal iDan (2) iPerlindungan iHukum iEksternal. Perlindungan iHukum iInternal iPada ihakikatnya iialah iPerlindungan iyang dibuat ioleh ikedua ibelah ipihak iketika imelakukan iperjanjian idi iawal Pinjam imeminjam idimana iketika imerumuskan idan imenentukan iklusa-klausa ikontrak ikedua ipihak imenginginkan iagar ikepentingannya terakomodir idengan ibaik iatas idasar idua ikesepakatan idemikian ijuga resiko idiusahakan idapat iditangkal ilewat ipemberkasan iyang idikemasatas dasar isepakat ipulasehingga idengan iini ikedua ipihak imendapatkan perjanjian iyang iberimbang iatas ipersetujuan ibersama iyang iartinya mereka imempunyai ibargaining ipower iyang isetara. iSedangkan Perlindungan iHukum iEksternal iyang idibuat ioleh iPengangku iKebijakan dalam ihal iini iadalah iPemerintah ilewat iregulasi ibagi ikepentingan ipihak yang ilemah isesuai idengan ihakikat iaturan iperundang undangan iyang tidak boleh berat sebelah yang bersifat memihak salah satu, secara propolsional juga diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin ikepada ipihak ilainya iagar itidak iada iyang idirugikan iketika terjadi isengketa iantara kedua ibelah ipihak, imaka idari iitu ipenelitia in

a. Upaya Penyelesaian Setelah Terjadinya I  sengketa Dengan Debitur Yang Gagal iBayar
       Perkembangan iTeknologi saat ini telah imerubah peraturan sistem intraksi imanusial, khususnya komunikasi bisnis, keuangan, dan isosial. Kemajuan iinovasi surat imenyurat, ikhususnya di bidang isurat menyurat idi dunia iberbasis internet, itelah dimanfaatkan iuntuk pertukaran, jual ibeli online idan yang mengejutkan imuncul inovasi baru iyaitu ipinjaman online. Kompleksitasiiiteknologi masa ikini telah memberikan berbagai kemudahan,  terutama idalam membantu manusia ibekerja di iberbagai bidang. iSehingga berkembangnyai kejahatan ibaru, khususnya dengan memanfaatkan iPC sebagai metode imodus ioprasinya
 sebagai icontoh kasus pinjaman ionline, kasus tersebut ibanyak dibicarakan imengingat kasus tersebuti memakan banyak ikorban. dan banyak iyang mengeluh bahwa itu adalah tindak kejahatan pidana ipemerasan. Sesuai idengan namanya, pinjaman online adalah layanan ikredit berbasis online yang memanfaatkan teknologii data
. pinjaman online iini sudah mulai tercipta sejak pertengahan itahun 2014. Banyak iorang mulai memanfaatkan kemajuan internet karena ipada saat ini kebutuhan tidak terbatas ipada pemenuhan tetapii hanya dengan imemanfaatkan internet, isemuanya bisa lebih icepat dan mudah. isederhana. Memang, orang isaat ini tidak perlu pergi ke bank dan mengajukani permohonan langsung iuntuk mendapatkan iuang muka. Dengan kenyamanan ini.

       Banyak orang imemilih pinjaman ionline daripada imeminjam dari bank. Hal tersebutlah yang imemicu awal mula itindak pidana pidaha kasus kejahatani online. Maraknya ikasus kredit online iyang hingga isaat ini banyaki terjadi, banyak korban yang imenyatakan protes ke OJKi (Otoritas Jasa iKeuangan). data dari Lembaga Badan iHukum (LBH) Jakarta mencatat kasusi kredi pinjol semakin meningkat setiap itahunnya. karena ibanyak orang iyang merasa tertipu oleh ipinjaman online. Meskipun ibelum ditegaskan imengenai aturan bahwa iDebitur menjadi korban ionline yang menjadii korban, hal ini terjadi karena selama iini banyak sekali para Debitur (Debitur) yang kurangi hati-hati dalam melunasi icicilan sesuai perjanjian di awal yang itelah disepakati. Ketika Debitur melakukan iaktivitas yang tidak setia ipada kewajibannya, karena tidak membayar ikewajiban kepada Kreditur yang menyebabkan ibank menanggung ikerugian.
 Hubungan yang muncul antara ipemberi Debitur idan Kreditur adalah ide ihukum privat. Seperti halnya iyang dialami oleh responden iberikut tergiur idengan teman temannya yang lain sehingga dia imemberanikan idiri untuk meminjam idi aplikasi ionline, Pada saat iitu pula korban ibelum mengetahui imana aplikasi pinjaman online yang siudah terdaftar di iOJK dan belum iterdaftar,maka korban memilih untuk imeminjam di Uang Cepat iyang notabene nya belum terdaftar di OJK.

1. Penyelesaian isengketa di Luari pengadilan ( non-litigasi)
       Sengketa idiharapkan mengingat ifakta bahwa mereka idapat mendorong berbagai terjemahan ibaik dalam hal ibagaimana melaksanakan iketentuan pemahamani maupun tentang substansi pengaturan idalam pemahaman atau karena hal lain. Oleh ikarena itu, setiap individu iyang ingin mengadakan perjanjian idalam bisnis imenyertakan pernyataan iyang berisi iupaya untuk menentukan ipertanyaan jika isesuatu yang tidak idiinginkan terjadi di kemudian hari. iPada dasarnya tujuan idebat dirangkai menjadi i2 (dua) pertemuan, iyaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian itidak melalui ipengadilan. Penyelesaian inon-pengadilan inilah iyang oleh kalangan/peneliti menyebutnya isebagai ADR atau tujuan ipertanyaan elektif. Bagi manajer ikeuangan, teknik ini merupakan ijawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan ibisnis dengan ialasan pilihan idiubah sesuai dengan keinginan ipara pihak. Pada dasarnya ikoperasi idalam menyelesaikan usahanya imenitikberatkan ipada standar hubungan kekeluargaan.i Pedoman keluarga ini imenunjukkan rasa ikebersamaan dan kesetiakawanani antar individu (persaudaraan idan kesetiakawanan). iHal ini sesuai dengan pengaturan iPasal 2 Undang-Undang Nomor i25 Tahun 1992 yang menyatakan ibahwa koperasi ibergantung pada iPancasila dan UUD 1945 dan bergantung padai pedoman hubungan ikeluarga. Upaya penyelesaiani secara kekeluargaan iatau melalui musyawarah juga iterdapat dalam Pasal i33 ayat (1) UUD 1945 yang imenyatakan bahwa “perekonomian diselenggarakan sebagai usaha ibersama yang ibergantung pada itaraf hubungan kekeluargaan”. imemilih kasus. Sementara iitu, Pasal 1 angkai 10 Undang-Undang iNomor 30 Tahun 1999 imenyatakan bahwa “ADRi merupakan lembaga ipenyelesaian isengketa atau beda pendapat melaluii prosedur yang disepakati ipara pihak, iyakni penyelesaiani di luar pengadilan dengan icara konsultasi, negosiasi, imediasi, konsiliasi, iatau penilaian ahli”
. Dari banyaknya ipilihan upaya penyelesaian isengketa diantaranyai ialah :

a. Negoisasi 
       Seperti yang isudah dipaparkan oleh Runtung Sitepu, ibahwa negoisasi adalah gambaran idari sebuah penyelesaian sengketa alternatif iyang mana kedua ibelah pihak yang bersengketa melakukan perundingan iebat Pilihan di mana para penanya menawar secara ilangsung (kadang- kadang diikuti ioleh penasihat hukum kedua ibelah pihak) untuk mencari ipenyelesaian isengketa yang sedang imereka alami untuk mencapai ikesepakatan berdasarkan ipengaturan yang saling imenguntungkan.

b. Musyawarah
      Musyawarah iyaitu satu pilihan untuk menyelesaikan isebuah sengketa. Musyawarah iialah salah satu bentuk iproses negoisasi untuk imenyelesaikan masalahi melalui pertemuan luar yang iberpikiran adil idan tidak memihak siapai yang mau bekerja isama dengan pihak-pihak yang isedang bersengketa untuk imembantu menemukan jalan keluar dari sengketa tersebuti dan dapat diterima iuntuk keduanya. iMediator tidak imemiliki posisi untuk menentukan putusan ipada sengketa tersebut, namun imediator memiliki pengalaman untuk membantui para pihak yang isedang bersengketa. Pengalaman, kapasitas idan kehormatan dari ipengalaman tersebutlah mediator idiharapkan bisa imenyelesaikan ikeduabelah pihak yang bersengketa.

c. Konsoliasi
Konsiliasi adalah ikembaga penyelesaian isengketa di luar pengadilan termasuki pihak ketiga atau lebih, idi mana orang luar terlibat iuntuk menyelesaikan isengketa tersebut iyang mana seorang iahli profesional, konsiliator isecara bersamaan, memainkan peran penting, ikarenanya iuntuk menyelesaikani sengketa yang dihadapin. Penyelesaian imelalui konsiliasi dilakukan isetelah para pihak imencatatkan sengketanya kepada lembaga ketenagakerjaani terdekat dan setelah mendapatkan bimbingan dari pejabat tenagai kerja terdekat, para ipihak yang bersengketa setuju iuntuk memilih penyelesaian melalui konsiliasi. Penentuan ikonsiliator dilakukan idari daftar konsiliator iyang ada di ilembaga ketenagakerjaan idaerah terdekat idan diumumkani pada kantor intansi tersebut. iPenyelesaian ilewat konsiliator dipilih oleh para pihak iyang sedang bersengketa iPenyelesaian sengketa melalui ipengamanan dilakukan ioleh seorang ikonsiliator yang terdaftar di kantori lembaga ketenagakerjaan ikabupaten/Kota (Pasal 17 idan i18 UU No. Jangka Panjang 2004).
1. Penyelesaian iSengketa Didalam iPengadilan i ( Litigasi)
Belum ada iperaturan khusus mengenai itentang mekanisme penyelesaian sengketa pinjaman igagal bayar. iOJK sedang membuat irencana baru iuntuk peer to peer ilending. Namun, belum ibisa di putuskan iapakah susunannya hanya ibersifat pengganti iatau sementara sesuai idengan POJK iNomor 77/POJK.01/2016i Tentang layanan pinjam meminjam iberbentuk teknologi informasi inamun, dalam prakteknya saat ini isedang direncanakan, itidak memuat tentang isistem penyelesaian igagal bayar. alasannya ibahwa seperti yang ditunjukkan ioleh OJK bukanlah sesuatu yang imerupakan keseriusan untuk membuat peraturan. Hal iini juga didukung mengingat fakta ibahwa belum ada hukum iyang mengatur isecara eksplisit itentang pinjaman online.53 . iNegoisasi merupkan isalah satu pendekatani pengelilaan untuk menangani isetiap bentuk isengketa dalam Eonomi, ipolitik, hukum, keluarga, dan suku jika ikedua belah pihak telah menyerahkan isengketa terhadap badan peradilan tersebut,itupun ijika proses penyelesaian sengketa negoisasi masih dimungkinkan untuk dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang penting untuk disampaikan. Ada pun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Prosedur ipinjam imeminjam iatau proses ipencairan idana imelalui layanan ipinjaman ionline icukup sederhana. Beberapa ipenyelenggara layanan ipinjaman online ibahan tidak memberikan isyarat berupa jaminan, hanya iperlu memiliki ikartu identitas i(KTP) Elektronik idan mengisi semua idata data iyang idibutuhkan di dokumen ielektronik serta harus memiliki ijaringan iinternet. Berdasarkan ihasil penelitian penulis, berikut ibeberapa iprosedur yang iharus dilakukan ioleh calon konsumen agar ibisa disetujui idan memperoleh ipinjaman, dan juga memiliki syarat-syarat dari pinjaman online ilegal
2. Perlindungan ihukum bagi ipenerima ipinjaman masih ibelum terdapat dalam Peraturan iOtoritas Jasa iKeuangan Nomor 77/POJK.01/2016i Tentang iLayanan iPinjam-Meminjam iUang Berbasis Teknologii Informasi dan juga pada Undang-undang iNo 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Melihat idari banyaknya ikasus penerima pinjaman mendapatkan iperlakuan isewenang-wenang isaat penagihan kredit macet membuktikani bahwa perlunya iperlindungan hukum ibagi pengguna khususnyai penerima ipinjaman yang iberbentuk iperaturan iperUndang-Undangan ibaru maupun iPeraturan Otoritas iJasa Keuangan. iLarangan mengenai itata cara ipenagihan hanya iterdapat dalam iPedoman Perilaku Pemberian iLayanan Pinjam iMeminjam Uang iBerbasis Teknologi Informasi iSecara Bertanggung iJawab yang idibuat oleh iAsosiasi Fintech Pendanaan iBersama Indonesia.
Rekomendasi
Berdasarkan penelitian tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Berdasarkani hasil dari ipenelitian ini, ipenulis menyarankan ibahwasanya seharusnya ipara aparat ipenegak hukum iOtoritas Jasa Keuangan idan Polisi iyang berwenang isigap dalam imenangani kasus iseperti pinjaman online iilegal yang ibelum terdaftar idi Otoritas iJasa Keuangan idan Untuk penyedia layanan pinjaman online sudah seharusnya mendaftarkan perusahaan nya pada ojk dan ketika sengketa gagal bayar oleh debitur sebaiknya pihak penyelenggara mengunakan cara cara yang manusiawi serta lebih baik diserahkan pada ojk yang lebih berwenang karena tetap saja privasi konsumen harus didahulukan.
2. Untuk masyarakat iyang hak-hak inya dicedrai, ipihak yang berwenang agar punya iunit tersendiri iyang bertugas imengawasi dan menangani kasus pinjaman ionline ilega iini, juga agar isetiap korban yang melaporkan kasus idata diri inya disalahgunakan iuntuk bisa ditangani dan jangan idi sepelekan, idan agar ihak tersebut idapat diperjuangkan sebagaimana imestinya.
3. Perusahaan pinjaman online ilegal sebaiknya mengajukan pendaftaran danperizinan ke Otoritas Jasa Keuangan. Karena selain OJK berwenangmengawasi dan mengatur layanan jasa keuangan dan masuk ke dalam AFPI,pinjaman online ilegal yang mengajukan pendaftaran dan perizinan akandifasilitasi negara, berlandaskan hukum dan mendapatkan status legal.Sehingga kegiatan usahanya menjadi lebih aman, terpercaya, danmenguntungkan tentunya, sebab masyarakat yang menjadi calon peminjampinjaman online akan lebih banyak jumlahnya.
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